BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah 
[bookmark: _Hlk130602708]	Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat,hak asal usul,dan atau hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam system pemerintaha Negara Kesatuan Republik Indonesia ( Undang-undang No 6 tahun 2014 ) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa Desa adalah kesatuan wilayah yang di huni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang di kepalai oleh seorang Kepala Desa.
	Desa merupakan suatu masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa (Widjaja, 2003 : 3).Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.Seiring berkembangnya jaman semakin berkembang pula bidang yang harus ditangani oleh Pemerintah Desa,baik dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa,bidang pembangunan Desa, bidang pembinaan kemasyarakatan Desa, bidang pemberdayaan masyarakat Desa dan bidang penanggulangan bencana alam darurat.
	Setiap warga negara perlu memahami bahwa musyawarah mufakat dapat memperkuat tali silaturahim dan memperkokoh pondasi NKRI berdasarkan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat, baik secara langsung maupun perwakilan. Secara garis besar penyelengaraan pemerintah berada di tangan rakyat berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan demokrasi Pancasila bukan hanya untuk kepentingan sendiri, melainkan pada permusyawatan yang mencakup kebebasan dan kebersamaan. 
[bookmark: _Hlk130733015]	Menurut Suleman (2010:172): Kata-kata kuncinya adalah kebersamaan, demokrasi berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat serta semangat gotong-royong dalam memajukan kehidupan bersama. Apabila musyawarah, mufakat dan gotong-royong berjalan dengan baik, akan terwujudlah tatanan demokrasi.Keberadaan hukum di Indonesia terbagi menjadi dua macam, yakni tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis adalah segala aturan mengenai penyelenggaraan negara yang berupa tulisan. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat merupakan hukum dasar tidak tertulis dan kebiasaan berulang kali.Menurut undang-undang dasar 1945, keputusan MPR diambil berdasarkan suara terbanyak tetapi hal ini sangat mengurangi kekeluargaan dan kepribadian bangsa. Contoh lain hukum tidak tertulis ialah pidato presiden pada tanggal 16 Agustus. Pelaksanaan musyawarah untuk mufakat di Indonesia pada saat ini mulai memudar, karena pengambilan keputusan lebih banyak dilakukan dengan cara voting.Di era globalisasi masyarakat mengalami perubahan sosial yang mengubah pola pikir dan kepribadian bangsa. Efek dari perubahan sosial menuntut agar semua orang siap menghadapi persoalan dan mampu mengikut perkembangan. Dampak negatif bagi bangsa Indonesia salah satunya ialah memudarnya musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan. Musyawarah merupakan kegiatan dalam pengambilan keputusan pada suatu forum dan agenda yang akan dilaksanakan bersama secara mufakat.Memudarnya pelaksanaan musyawarah untuk mufakat juga tercermin dalam musyawarah Desa sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama.
[bookmark: _Hlk129816856]Kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi orang-orang supaya diarahkan mencapai tujuan organisasi.Kepmimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mecapai tujuan,mempengaruhi untuk memperbaiki budayanya (George R. Terry, 2003: 5).
 pelaksanaan  musyawarah Desa kerap kali timbul perselisihan di antara sesama  warga Desa ataupun hasil musyawarah Desa yang di anggap belum bisa diterima oleh warga Desa ,seperti halnya tentang musyawarah menangani dana pembangunan Desa terkadang ada perselisihan pendapat antar sesama warga Desa bahwa pembagian dana tersebut harus adil disetiap Dusunnya namun saat di musyawarahkan dan keputusan yang di ambil oleh Kepala Desa  pembagian dana Desa disesuaikan dari kondisi wilayah yang ada, ketika keputusan ini di ambil karena sudah dimusyawarahkan kerap kali timbul perselisihan yang mengakibatkan hasil keputusan yang di ambil oleh Kepala Desa yang belum demokratis karena kepemimpinannya dalam pengambilan keputusan belum optimal. Disinilah peran Kepala Desa merupakan suatu hal yang sangat penting sebagai pemimpin agar musyawarah Desa berjalan secara demokratis.Untuk hasil musyawarah  Desa yang demokratis  Kepemimpinan seorang Kepala Desa memiliki peranan yang sangat penting dalam pengambilan keputusan berdasarkan pada kondisi serta alternaif keputusan yang di ambil dalam musyawarah Desa,Pengambilan Keputusan yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagai pimpinan akan berpengaruh besar terhadap kelangsungan organisasi. Oleh karena itu, hal ini akan memiliki dampak terhadap perilaku maupun sikap masyarakatnya. Oleh sebab itu, kepala desa sebagai pimpinan harus mampu memilih alternatif- alternatif keputusan yang tepat sehingga tujuan untuk mensejahtrakan warganya dapat tercapai secara optimal. Pada dasarnya ada tiga kategori keputusan, yaitu:
 (1). Keputusan dalam keadaan ada kepastian (certainty).
(2). Keputusan dalam keadaan resiko Keputusan dalam keadaan ketidakpastian      (uncertainty)
(3). Keputusan dalam keadaan konflik (conflict).
[bookmark: _Hlk129389534][bookmark: _Hlk129390069]	Berdasarkan Latar belakang masalah  di atas, penulis tertarik melakukan penelitian lebih dalam dengan judul “Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pengambilan Keputusan Melalui Musyawarah Desa Di Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon”.
1.2 Rumusan Masalah 
	Berdasarkan Latar belakang di atas maka  rumusan masalahnya adalah : Bagaimana Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pengambilan Keputusan Melalui Musyawarah Desa Di Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon yang belum optimal.
	[bookmark: _Hlk136737411]1.
	Bagaimana Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pengambilan Keputusan Melalui Musyawarah Desa di Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon ?

	2.
	Bagaimana pengambilan keputusan Kepala Desa melalui musyawarah Desa di Desa Kepongpongan Kacamatan Talun Kabupaten Cirebon? 

	3.
	Bagaimana hambatan kepemimpinan Kepala Desa dalam proses pengambilan Keputusan melalui musyawarah Desa Di Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon ?

	4.
	Upaya seperti apa dalam mengatasi hambatan Kepemimpinan kepala Desa dalam pengambilan Keputusan melalui Musyawarah Desa ?


1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.3.1 Tujuan Penelitian 
	[bookmark: _Hlk136737602]1.
	Untuk mengetahui  Kepemimpinan  Kepala Desa dalam Pengambilan Keputusan Melalui Musyawarah Desa Di Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.

	2.
	Untuk mengetahui  pengambilan keputusan oleh Kepala Desa melalui musyawarah Desa di Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.

	3.
	Untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatan dalam proses pengambilan keputusan melalui musyawarah desa Di Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.

	4.
	Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan Kepemimpinan Kepala Desa Dalam pengambilan Keputusan melalui Musyawarah Desa.



1.3.2 Kegunaan Penelitian 
	    a. Secara Teoritis 
          Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis tentang Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pengambilan Keputusan Melalui Musyawarah Desa Di Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.Penelitian yang dilakukan dapat memperkaya literatur dan dapat mengembangkan ilmu yang ditekuni selama pembelajar dan dapat bermanfaat bagi yang membaca.
b. Secara Praktis 
          Hasil penulisan ini diharapkan dapat diterapkan dalam praktik nyata atau paling tidak dapat memperbaiki praktik sebelumnya,selain itu hasil ini dapat digunakan untuk bahan masukan bagi pihak pemerintahan daerah khususnya Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.

